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TANTANGAN
PEMILU 2024




01. Isu Regulasi

02. Kelembagaan

1. Ketidaksinkronnya
antar peraturan

2. Terdapat problem
normatif dalam
regulasi: kekosongan
norma, ambiguitas,
inkonsistensi, dan
kontrakdiksi.

1. Manajerial kapasitas
penyelenggara pemilu

2. Rekrutmen
Penyelenggara Pemilu
(Masa jabatan
penyelenggara pemilu
yang berakhir
menjelang pemilu
2024)

3. Resource
mobilization/support
(anggaran, SDM)

4. Sistem penunjang
(Sistem IT)

03. Kebijakan Environment

1.

2.

Kesiapan stakeholder
pemilu (pemahaman
dan adaptability)
peserta pemilu dan
masyarakat

Tingkat kesiapan
pemerintah selaku
stakeholder pendukung
Ketidakpastian situasi
(Pandemik atau
bencana non alam)




- ANTISIPASI YANG PERLU DILAKUKAN

Perbaikan siklus
rekruitmen pengawas
pemilu

Review dan
perbaikan strategi
serta sistem capacity
building pengawas
pemilu

Penyusunan scenario
planning &
manajemen resiko
pemilu (electoral risk
management)
Penguatan dukungan
resource mobilization

Revisi Terbatas
Perppu?

Tidak Ada Revisi

Sosialisasi secara massif
Mendorong penguatan
pendidikan dan pelatihan
pengawas pemilu secara
intens

Memastikan kesiapan
peserta pemilu
Mendorong kesiapan dan
komitmen pemerintah




MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN, MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN
PENGAWASAN KREATIF INOVATIF, PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN
KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM SENGKETA

PENGAWASAN PARTISIPATIF

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENERAPAN TATA KELOLA
ORGANISASI YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL
DAN RAMAH LINGKUNGAN
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Sinergi antara penyelenggara pemilu
(KPU, Bawaslu, DKPP) dengan
Kemendagri, Penegak Hukum, dan
Partisipasi Masyarakat akan menjadi
Langkah awal yang memberikan
kontribusi besar terhadap suksesnya

pelaksanaan tahapan Pemillu Tahun
2024




e Partisipasi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela
dari warga masyarakat dalam proses pemilihan, baik

langsung maupun tidak langsung dalam proses
pembentukan kebijakan umum

N




“ | . . ‘ ‘ ‘ . SOCiety

s Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah
kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain:
kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating),
dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi

berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-
norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya

+ Dalam perkembangan civil society dimakani bahwa cso sebagai
antithesis dari negara dengan mengedepankan kemandirian




Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat. mobilisasi warga
negara dengan cara yang netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif secara
politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan
cara menyaksikan dan melaporkan perkembangan pemilu melalui

+ Evaluasi yang independen, sistematis, dan menyeluruh terhadap kerangka
hukum, lembaga, dan proses pemilihan umum

+ Analisis temuan-temuan secara tidak memihak, akurat, dan tepat waktu

+ Penjelasan temuan tersebut dengan tetap menjunjung code of conduct
ketidakberpihakan dan keakuratan

+ Pemberian rekomendasi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemilu yang
demokratis




Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pemantauan Pemilihan Umum
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a. berbadan hukum yang terdaftar pada
pemerintah atau pemerintah daerah
b. bersifat independen

c. mempunyai sumber dana yang jelas
d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sesual dengan cakupan wilayah
pemantauannya.




Pasal 4
Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanalkan melalu
tahapan:

pendaftaran;

a.
b. penelitian administrasi; dan

c. Akreditasi.




Pasal 6

Pemantau Pemilu mengajukan permohonan uniuk
melalukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mendapatlkan Altreditasi Pemantauan Pemila.
Permohonan sebagaimana dimalssud pada ayat (1)
dilalkukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang

Pendaftaran disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bagi Pemantau Pemilu mnasional, permohonan
disampaikan kepada DBawaslu dengan ketentuan
Pasal 5 wilayah pemantauan paling sedildt di 2 (dua)

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan provinsi;
bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan

penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tyuh) han

sebelum pelaksanaan har pemungutan suara.

disampailtan kepada Bawaslu Provinsi dengan
ketentuan wilayah pemantauan paling sedildt di 2
(dua) kabupaten/kota; atau
bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota,
permohonan disampaikan kepada Bawaslu
Kabupaten Kota.

Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan

permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu

kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang dipercleh

dari website Bawaslu.




Pasal 7
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat
kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
a. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga atau sebutan lain;
profil organisasi/lembaga;
memilild surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau
pemerintah daerah, atau memilili pengesahan badan
hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
nomor polok wajib pajak organisasiflembaga;
nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;

alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan

Pendaftaran Pemantau Pemilu et pementesan pad tahapen Pemti

rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah

yvang ingin dipantau;

nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan
penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas
foto diri terbara;

surat pernyataan mengenad sumber dana yang
ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
dan

surat pernyataan mengenai independensi lembaga
Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau

sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.




(1)

Pasal 19

Pemantau Pemilu mempunyai hak:

a.

mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari
pemerintah negara Republik Indonesia;

mengamati dan mengumpulkan informasi proses

Penyelenggaraan Pemilu;

memantau proses pemungutan dan penghitungan
suara dari luar tempat pemungutan suara;
mendapatkan akses informasi yang tersedia dari
Bawashi, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten /Kota;

menggunakan perlengkapan untuk
mendokumentasikan kegiatan pemantauan
sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
dan

menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila
pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantau asing yvang berasal dari perwakilan negara

asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan

diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau
Pemila.

PELAKSANAAN
PEMANTAUAN




Pasal 20

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

a.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan
oleh Bawaslu;

melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda
pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten /Kota sesuai dengan wilayah kerja
pemantauan;

menggunakan tanda pengenal selama menjalankan
pemantauan;

menanggung Semua biaya pelaksanaan  kegiatan
pemantauan;

melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau

Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atanu Bawaslu

menghormati  kedudukan, tugas, dan wewenang
Penvyelenggara Pemilu;

menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
bersikap mnetral dan objektif dalam melaksanakan
pemantauan;

menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan

vang dilakukan dengan melakukan klarifikas:i kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten /Kota; dan

melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota.

PELAKSANAAN
PEMANTAUAN




Pasal 21

Pemantau Pemilu dilarang:

.

melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses
pelaksanaan Pemilu;

mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya
untuk memilih;

mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang
penyelenggara Pemilu;

memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
menggunakan seragam, warna, atau atribut lain
vang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau
fasilitas apapun dan atau kepada peserta Pemilu;
membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan
berbahaya lainnya selama melakukan tugas
pemantauan;

masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
dan/atau

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan

tujuan sebagai Pemantau Pemilu.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri
dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan

negara Republik Indonesia.

Pasal 22
Pemantau Pemilu yang melanggar kewsajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut
akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan

pemantauan oleh Bawaslu.

LARANGAN
PEMANTAU
PEMILU




KODE ETIK

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU DALAM NEGERI

Prinsip-prinsip dasar etik yvang wajib dilaksanakan cleh Pemantau Pemilu

dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan

Pemilu:

1.

Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan
tidak memihak (imparsial).

Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata
tajam selama melaksanakan pemantauarn.

Menghormati Peraturan Permindang-Undangan dan Adat Istiadat dan

Budaya Setempat

Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-
undangan vang berlaku dan adat istiadat dan budayva setempat.
Kesukarelaan

Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnva secara sukarela dan

penuh rasa tanggung jawab.



KODE ETIK

Integritas

Pemantaun Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau
provokasi vang dapal mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajibarn
Penvelenggaraan Pemilu dan Pemilih.

kejujuran

Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannva secara jujur
sesual dengan fakta yvang ada.

Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik

dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawahkan.




KODE ETIK

Kooperatif

Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

Transparan

Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan
bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan
dengan laporan pemantauannya.

Kemandirian

Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan,
tanpa mengharapkan pelayvanan dari Penyvelenggara Pemilu atau
Pemerintah Daerah.

Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini

Setiap orang vang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus
membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji

untuk mematuhinya.
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TERIMA KASIH




